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Pendahuluan

Putaran Perundingan Uruguay
(Uruguay Round) yang berlangsung sejak
tahun 1986 di PUnta Del Este, tidak hanya
merundingkan perdagangan ihtemasional
yang berkaitan dengan barang, letapi juga
yang bericaitan dengan perdagangan Jasa,
bahkan juga hak milik^intelektiial. Putaran
Uruguay ini terdapat beberapa new issues,
diantaranya adalah Trade Related Aspect
oflntelectual Property Right (TRIPs).

Setelahmelalui perdebatanpanjang,
akhimya TRIPs dan permasal'ahan lainnya
dapat diterima semua negara peserta,
kesepakatan tersebut tertuang dalam
persetujuan akhir (final act) Putaran Uru
guay yang ditandataiigani diMarakesh pada
tanggal 15 April 1994.

Adanya kesepakatan tentang TRIPs
•iniakan menimbulkan beberapa persoalan
hukum, yakni pemasalahan yangbertalian
dengan hak. milik intelektual yang banyak
diatur dalam konvensirkonvensi
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intemasional yang diadministrasi World
IntelectualProperryOrganizationiy^lPO).

•Bagi negara anggota yang telah,
menandatangani dan meratifikasi konVensi
di atas hams melakukan harmonisasi atau

penyesuaian hukum nasionalnya dengan
ketentuan TRIPs yang telah disepakati.

Ruang Lingkup Hak Milik intelektual
Hak milik intelektual {intelectual

property) biasaqya dibagi dalam dua
golongan, yaitu hak cipta dan hak milik
perindustrian.^ Hak milik perindustrian
menumt Pasal 1 Ayat (2) Konvensi Paris^
meliputi: (1) Paten; (2) Paten Sederhana
(Utipity models); (3) Desain Produklndustri
(Industrial design); (4) Merek Dagang
(trademark); (5)MerekJasa(servicemaiks);

1). Background Reaading Material on
Intelectual Property; World Intelectual Property
Organization, Geneve 1988, him 3

2). Paris Convention for the Protection on
Industrial Property •
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(6) Nama Perusahaan (tradename); (7)
Petunjuk Sumber (indication of source) f
dan Petunjuk Asal (appelation of origin);
dan(8)PenanggulanganPersaingan'Cui^g
(the refresion of unfair competation).

Pembagian ruang lingkup milik
perindustrian. tersebut belum, sepenuhnya
diterima, terutama yang berkaitan dengan
upaya penanggulan persaingan curang.
Pengaturan penanggulangan persaingan.
curangdalam Konvensi Paris lebih tertuju
pada penggunaan mereka dan keterangan
asal barang, Ada-hal lain yang perlu
pengaturan hukum, yaitu penemuan dalain
bidang teknologi.^
• • Beberapanegaraanggota Konvensi

Paris, seperti Amerika Serikat, tidaksetuju
dimasukkannyapenangulanganpersaingan
curangkedalam rumpunmilikperihdustrian
dan mengintrodusirlembaga hukum bahi,
yaitu Trade Secret (rahasia dagang)/

Berkaitan dengan kemajuan
teknologi, ada beberapa hasil atau kreasi '
intelektual, temyatatidakdapatdimasukkan
ke dalam salah satu rumpun hak'milik
intelektual, misalnya penemuan teknologi
integret^dcircuit{lC). Dari segihukum,IC
ini menimbulkan masalah, karena secara

fonnallC ini ibaratbinatangampibi. labisa
menjadi karya cipta dalam bidang ilmu
pengetahuan, yaitu k'etika diciptakan atau
dirancanghinggabentuk desain atau lay out
desaign-nyz, karya tersebut masuk dalam
dunia hak cipta. Oleh kafena itu, hasilnya
copyrightable. Tetapi karya tersebut baru
merupakan karyaihnupengetahuan, belum'
berupa IC, dan belum dapat digunakan.
Unfuk mewujudkannya ke dalam bentuk
yang dapat digunakan, masih harus-
ditempuh proses manufacturing hinggd.
menjadi chip/micro chip. Proses

mentransferdari wujud desain menjadi chip
dan hasilnya itu sendiri, tidak termasuk
dalam lingkup hak cipta.^

Selain obyek-obyek perlindungan
hak milik intelektual di atas, TRIPs juga
mengintrodusirlembagahukum baru, yaitu
undisclosed information atau confidential
information. '

WIPO dan Konvensi-konvensi Inter-

nasionaldiBidangHak MiUklntelektual.
Sebeium adanyakesepakatanTRIPs

di dalam kerangka GATT, -perundingan
dan pembahas^ mengenai perlindungan
hak milik intelektual dilakukan melalui'

forum WIPO. 'wiPO merupakan badan
khusus PerserikatanBangsa-Bahgsa (pBB)
yang bertujuan mendorong kerjasama
internasional dan melaksanakan

administrasi perjanjian-perjanjian atau '
konvensi-konvensi internasional di bidang

hak milik intelektual. Konvensi-konvensi

internasional yang diadministrasi WIPO
diantaranya adalah: . •
1. Paris Conventionfor the Protection of, ''

Industrial Property:
2. Berne Conventionfor the Protection of

Literary and Artistic Works:

3). Bainbang Kesowo,- "Aspek Yuridis dan
cara PenanggulanganPersainganCurang; Tinjauan
Umum denganTitik Tolak Sbal UndisclosedInfor
mation, " Makalah pada Temu Wicara Nasional
Penanggulangan Persaingan Curang, Fak. hukum'
UniversitasGadjahmadaDitjenPerdaganganDalam
Negeri Departemen Perdagangan, Yogyakarta 6-1
Oktober 1992, him 3

4). Di Amerika Serikat Trade Secret diatur
dalam Uniform Trade Secret Act 1968

5).BambangKesowo, "PerlindunganHukum
sertaLangkah-langkah Pembinaan olehPemerintah^
dalamBidanghak Milik Intelektual," dalam Paten:
Pengaturan,'Pemahaman, dan'Pelaksanaan, Pusat
PengkajianHukum, Jakarta, 1993, him 39
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3. Convention for the Protection of
Petforrmers, Producers ofPhonograms
and Broadcasting Organization; dan

4. Treaty onIntelectualProperty in respect
•ofIntegrated Circuits.

Selain WlPO, UNESCO juga
mengadministrasi konvensi infemasional
hak cipta, yaitu Universal Copyright Con^
ventipn.

Latar Belakang Pengaturan TRIPs
Dalam beberapa dekade terakhir,

perhatian lerhadap aspek ekonomis hak
milik intelektual, baik yang berkaitan
dengan hak cipta maupun hak milik
perindustrian makin menonjol.

Teknologi, baik yang dipatenkan
maupun tidak', telah menjadi asset
perusahaan yang makin pcnting, karena
faktor teknologi makin dominan dalam
industri, bahkan dapat dikatakan, bahwa
teknologi memberiwama terhadap produk
yang dihasilkan. Teknologi untuk
kepentingan industri ini banyak berkaitan
dengan paten (bagi teknologi yang
dipatenkan) dan desain produk industri;
Untuk kepentingan pemasaran, baik
tertiadap barang maupun jasaidiperlukan
adanya merek dagang dan merek jasa.
Jelaslah kirmya,hakmilik intelektual makin
erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi
danbisnis.

Kemajuan teknologi dalam bidang
informasidan transformasitelahmendorong
globalisasi pemasaran produk teknologi.®
Perambahan pasar yang bersifat
transnasional ini juga diikuti oleh
penggunaan hak milik intelektual dalam
pembuatan produk serta pemasarannya.
Dengan demikian, kepentingan yang perlu
dilindungi adalah bukan hanya produk itu
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sendiri, melainkan juga hak milik
intelektualnya.. Oleh sebab itu negara-
negara yang paling berkepentingan at^
perlindungan hukum hak milik intelektual
adalahnegara-negara maju yang tergolong
sebagat /ler exporting technology.

Kepentingan akan perlindungan hak
milik intelektual yang terkait dengan
perdagangan internasional tersebut
mendorong negara-negara maju untuk
mewujudkaij aturan internasional yang
khusus guna .melindungi hak milik
intelektual secara lebih efektif.®

Negara-negara maju merasa tidak
puas terhadap WIPO ®karena WIPO tidak
bisa mengjangkau atau tidak mampu

•mengatasi adanyaberbagaipelanggaranhak
milik intelektual. Pelanggaran hak milik
intelektual asing, seperti pembajakan hak
cipta, dan merek sering teijadi di beberapa
negaraberkembang. Pembajakan hakmilik
intelektual yang teijadi di China tergolong
seriuskarenasudahmencapai tahap industri,
bahkan dijadikan sebagai komoditas
ekspor.'"- '

Seliubungan dengan pelanggaran
tersebut, negara-negara maju, khususnya
Amerika Serikat, berinisiatif membawa

6). Bambang Kesowo, "Kebijakan di bidang
Hukum Hak Milik Intelektual dalam Hubungan
denganDuniaPerdagangan InternasionalKhususnya
GATT," Makalah pada Diskusi Panel Hak Milik
IntclekJual. DewanPimpinanPusatGolonganKarya,
Jakarta, 4 Pebruari 1992, him 5.

7). Ibid.
8). Idi, him 6
9). Sudargo Gautama, Hak Milik Intelectual

Indonesiadan PerjanjianIntemasioal: TRIPs,GATT,
Putaran Uruguay (1194), Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1994, him 17.

. 10). Keadaan demikian inilah yang
sebenarnya menjadikan adanya perang antara
Amerika Serikat dan China •
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masalah hak milik intelektual yang
dikaitkan denganperdagangan intemasional
ke dalam forum GATT Pularan Uruguay."

Ciri-ciri Pokok Persctujuan TRIPs '
Secara garis tesar, persetujuanTRIPs

mengandung tiga hal pokok, yaitu:"
1. Memuatkewajibanbagi negara anggota

untuk menyesuaikan peraturan
perundang-undangan nasional dengan
berbagai perjanjian intemasional di .
bidang hak milik intelektual sebagai
persyaratan minimal;

2. Dibandingkan dengan berbagai
perjanjian intemasional di bid'ang hak
milik intelektual yang sudah ada,
persetuju^ TRIPs memuat norma dan
standar perlinduhgan yang lebih tinggi;

3. Karena erat kaitannya dengan
perdagangan inteihasional,persetujuan
TRIPs merhuat ketentuan penegakan
hukum yang ketat, disertai dengan.
mekanisme penyelesaian sengketa
melalui paneldan ancamah yang bersifat
cross retaliation.

Implikasi TRIPs bagi Hukum Indonesia
Mengingat- Indonesia telah

menandatangani dan meratifikasi FinalAct
Putaran Umguay, maka konsekuensinya
selain harus mematuhi isi kesepakatan
perjanjian tersebut, juga hams melakukan
penyesuaian atau harmonisasi peraturan
perundang-undangan nasional dengan ^
kesepakatan peijanjian tersebut

Ada beberapa hal dalam hukum hak
milik intelektual Indonesia yang ada
sekarang yang belum mengatu.r hukum hak
milfkintelektual.di dalani TRIPs, yaitu :
1. Rental Right bagi pemegang hak cipta

untuk program komputer dan kary'a"

sinematografi;
2. Perlindungan hukum bagi Performers,

Producers ofPhonograms, and Broad
casting Organization; ^

3. Pengaturan tentang Indikasi Geografis;
4." Perlindungan terhadap Lay OutDesign

IC; dan

5. Perlindungan undisclosed information.
Sebagai konsekuensinya, Indonesia hams
memasukkannya dalam hukurn nasional.

Sedangkan perlindungan desain
produk industri (industrial design),
sebenamya Indonesia sudahmengatumya
dalam pasal 17 UU No.5 Tahun 1984
tentang Perindustrian, namun peraturan
pelaksana^ yangditunjukpasal 17sampai
sekarang belum ada. Oleh karena itu, In
donesia dituntut untuk segera

-menyempumakan "dan merealisasikan
ketentuan tersebut.

Dalam melakukan pembahah atau
harmonisasi' ketentuan-ketentuan hukum
tersebut hams sejalan dengan ketentuan
konvensi intemasional "yang berkait^
•dengan salah mmpun hak milik tersebut,
karena TRIPs menjadikan konvensi-
konvensi tersebut sebagai persyaratan atau
basis minimal. .

Terhadap UU yang sudah ada perlu
diadakan pembahan atau penyempumaan,
misalnyaUU Paten hams menampungpasal
1 sampai 12 Konvensi Paris. UU Paten
Indonesia yang ada sekarang ini belum
menampung ketentuan pasal 1 sampai

11). Lebih lanjut lihat R. Michael Gadbaw &
Tomolhy J Richard (editors), Iritelectual Property
Rights : Global Concepcus, Global Conflict,

-WestviewPress, Inc,Colorado, 1988,him39 et.scq.
12). Wicipto Setiadi," Persetujuan TRIPs da

UU Hak Milik, Intelectual, " Artikel pada Harian
Republika, Edisi: sabiu, 25 Juni 1994.
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dengan 12 tersebut, berkaitan dengan
adanya dilakukannya reservasi terhadap
pasal 1 sampai 12 ketika Indonesia
meratifikasi Konvensi Paris..

Penyesuaian juga harus dilakukan
UU yang sudahada bericaitan denganjangka
waktuperlindunganhukum yangdiberikan.
Trips memberikan jangka perlindungan
hukum yang lebih lama, misalnya
perlindungan bak. cipta atas program
komputer menurutTRIPs selania 50 tahun,
sementara UU Hak Cipta menehtukan
selama 25 tahun.

j 2. -

Penegakan Hukum
Menurut penilaian International

Intelectual property Alliance (IIPA) Indo
nesia termasuk negara yang tidak mampu
melindungi dan menegakkan hukum hak
milik intelektualnya. IIPA mengusulkan
kepadaUnitedStdtesTrade Representattive
agar Indonesia dimasukkah dalam "daftar
negara yang berprioritas tinggi untuk
diselidiki" (priority foreign country) dan
oleh karenanya Amerika Serikat perlu
mengambil langkah pembalasan (retalia
tion).^* Selama ini Indonesia termasuk
mitra dagang yang "perlu diamati atau
diwaspadai" (watch list).

Selain mengatur substansi, TRIPs
juga mengatur masalah penegakan hukum,

. antara lain meliputi cara dan pemberian
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gahti rugi. Sehubungan dengan_penegakan
hukum ini, pasal 41 TRIPs menentukan,
bahwa penegakkan hukum dalam bidang
hukum milik intelektual harus wajar dan
adil, prosedur tidak berbelit-belit,. atau

.berlangsung terlalu lama.,

Mengingat • TRIPs mengatur
mekanisme penegakan hukum yang ketat,
benar-benar memerlukan kesiapan dan
penguasaan seluk-beluk hak milik
intelektual di kalangan aparat penegak
hukuiii, termasuk aparat Bea dan Qikai.

Penutup

Sebagai konsekuensi diratifikasi
Final Act Putaran Uriiguay yang memuat
pengaturan tentangTRIPs, maka Indonesia
perlu melakukan penyempumaah dan
harmonisasi pengaturan hak milik
intelektual dengan ketehtuan TRIPs.
Sebagai konsekuensi adanya pembahanian
tersebut, periu adanya peningkatan
pengetahuan" dan keahlian aparat yang
bertanggungjawab untuk melaksanakan
ketentuantersebut.

13). KeputiisanPresiden Republik Indone
sia No. 24 Tahun 1979.

L 14).Lihat Sudargo Gautama, op. cit., him 15.
PerhatUcanjuga//<2r/<wRc/>ub/t/M, Edisi: 28Pebruaii
1995, dan Har'tan Kompas, Edisi: 28 Pebruari'1995.


